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1.1 Lalar Belakang

Dalunmmwjudkmmamnmﬂywﬂkﬂmlﬁild&nmdumrmmﬂiymg
diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah telah melaksanakan
pembangunan secara bertshap dan berencana.

Kebijaksanaan nasional pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di
daerah vang dilakukan secara bertahap tersebut adalsh tertumpu pada lercapainya
trilogi pembangunan, yaihi

. a Pemeratamn  pembanguman  dan hasil-hasiloya yang memuju pada tercapainya
" keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinga

¢. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dralam mencapai program pembangunan, maka sumber pembiayaan dari
sekior pemerintah sangat dibutuhkan, dan tentunya dibutublen dana yang Gidak
gedikit jumlahnya Sumber dana yang dapat dipakai dalam pembangunan terdiri dari
berbagai sumber yaitu sumbangan dan bantuan dari pemerintzh pusat maupun d
. daerah propinsi, bagi hasil pajak / bukan pajak, dan pendapatan asli daerah sendiri
| yang didalamnya terdapat pajek daersh sebagai tema pokok yang akan dibahas.
Untuk mempercepat laju perkembangan pendapatan daerah eebagai penggerak

roda pembangunan maka pemerintah pusat terus mendorong dan meningkatkan upaya
dmersh dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan harapan untuk




mewujudkan otonomi daersh yang myata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti
pemberian otomomi kepada daersh heruslsh didasarkan pada faldor perhitungan-
perhitmgan dan ftindakan atan kebijoksansan ymng benar-benar dapat menjamin
daerah yang bersanghulan secara myata dalam mengurus rumsh tanggsnyas sendiri.
Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan
dengan (ujuan-iujuannya yaits melancarkan pembangunan yang tersebar ke seluruh
pelosok negara dan serasi atan tidak bertentangan dengan pembinaan politik dan
kegatuan bangsa, menjalin hubungan yang serasi antara pemerintsh pusat dan daerah
serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Peningkatan penerimaan pajak harus senantissa diupayakan secars optimal.
Hal ini dapal dilaluksn melalui berbagai cara yang antara lain : melalui perbaiken
gistem administrasi, peningkatan kemampuan dan integritas aparatur perpajakan serta
menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaonnya

Sistem pajak dasrsh yung ada sekarang ini banyak mengandung kelemahan
dan nampaknya bagian terbesar dari pajak dsersh ' masih menimbulken beban
ketimbang menghasilkan pencrimaan.  Seringkali di  dalam  ondang-undang
pemerintahan daersh mempunyai banyak jenis pajak tapi tidsk menghasilkan
penerimasn yang berarti jika dibandingkan dengan biaya pengeluarannya  Hal
terschbut menimbulkan banyak kerugian schingga pembebanan eulit dicapai eecara
adil.

Untuk daerah kabupaten memiliki berjenis-jemis pajak dasrah dengan jumlah

keseluruhannya lebih dari 50 jenis, tetapi sebagian besar pemerintah daerah hamya

memungut 7-12  jenis eajn  Khusus bagi Daersh Kabupaten Gowa hanya
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memberlakukan pungutan terhadap 11 macam pajok dan 35 macam retribusi duerah,
dengan hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak untuk tshun 1998/1999 sebeasar
Rp. 4.887.627.672, sedangksn jumlah penerimasn yang ditargetkan untuk tahun yang
sama sebesar Rp. 5.543.596.140 den untuk penerimasn dari retribusi realisasinya
sebesar Rp. 1.487.829.781 sementara penerimaan yang ditargetkan pemerintah unfuk
tahun mnggaran 1998/1999 sekitar Rp. 1.615.060.650.

Hal ini memunjukken masih terbuka kemunghkinan untuk lebih meningkatican
penerimaan baik dari pajek maupun retribusi dengam cara meneraphkan  asas
efisiensi dan efekfifitas dalam melaksanaken pemunguisnnya, disamping itu pula
masih terdapat berbagai sumber daya yang kalau dikembangkan bisa diciptalcan
gumber-sumber pajak baru baik yeng berasal dari pemerintah setempat sebagai
pelaksana maupun dari masyarakat sebagai obyek pelaksena.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, menarik untuk diamati kondisi yang
ada dan berbagai kemungkinan faktor penunjang pembangunan, khususnya yang
bersumber dari pajak daersh yang dituanghan dalam judul :

“pAJAE DAERAH DAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA®™
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1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam
penulisan ini adalah :

1. Bugnimana kinerja pajak daerah dan Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah
di Kebupaten Gowa periode 1994-1999,

2. Upaya apa yang harus dilalukan oleh pemerintah daerah dalam menggalakian
pajuk dmerah sehingga sumber ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan
yang culup potensial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1, Bugaimana Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dracreh Kabupaten

Gowa.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah di Eabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui bahwa dengun penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi

perpajakan, maka penerimaan pajak daersh mengalami perkembangan selama

periode pengamatan.
3. Untuk mengetahui komposisi dan perkembangan pengeluaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah selama tahun pengamatan.

Sedangkan kegunaan penuligan im adalah :




1. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Gowa dalam
upaya mengelola dan meningkatkan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belunja Daersh dalam menunjang pembangunan di Eabupaten Gowa

2. Dapat dijadikan bshan referensi pada penelitian-penelition yang relevan dimasa

| yang akan datang

1. 4 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah diromuskan sebelumnya, maka

. dirumuskan hipotesis sebagai berikut : |

1. Pertumbuhan pajak daersh serta Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah dari
| tabun ke tahun mengalami peningkatan.
. 2 Penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dapat memingkatkan

pajak daersh dari tahun ke tabun.

| 3. Komposisi dan perkembangan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja
| Daersh selama tabun pengamatan relatif’ meningkat.

e e S




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

1 Teori Pemungutan Pajak

Teori vang relevan vang membahas hubungan anlara pemungutan pajak

engan pengeluaran pemerintah adalah teori yang dikemukakan oleh Peacock dan

|
fiseman. (Guritno Mangkoesoebroto, 1991 : 142).

Peacock dan Wiseman adalsh dua orang vang mengemukakan teori
wngenai perkembangan pengeluaran  pemetintah  yang  ferbatk. Teori mercka
;dasarkau pada suatu analisis bahwa pemerintah scnantiasa berusaha untuk
aemperbesar pengeluaran dan sebaliknya, masyarakat tidak suka membayar pajak
ang semakin besar. Oleh karena itu teori Peacock dan Wisernan merupakan dasar
lari teori pemungutan suara, Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mercka
vada suaty feori bahwa masvarakal mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaiu
patu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarmya punguian pajak yang
libutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengecluaran pemerintah. Jadi dalam
;aayurakat terdapat suatu tingkat kesediaan masyarakat membayar pajak untuk
rlmnbia}rai aktivitas pemerintah, Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi

|
semeriniah  untuk  menaikkan pemunguian pajak  secara  semena-mena. Teor

|
Jeacock dan Wiseman adalah sebagai benkut :

Perkembangan ckonomi menvebabkan pemungutan pajak yang semakin
neningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya pencrimaan pajak

|
nenyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karcna it
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dalam kendaan normal, meningkattya GNP menyebabkan penerimasn pemerintah
yang semakin besar, begilu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi gemakin

besar,

2.2 Pengertinn Pajak

Pada dasamya pajak merupakan salah satu gumber penerimasn megara untuk
mengisi kas negara dalam rangka membiayai pembangunan nasional.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami tentang pengertian pajak, berikut
ini dikemukakan beberapa pengertian pajak yang berbeda-beda menurut para ahli
namun pada dasamya memberi artl yang sama

Pengertian pajak yang dikemukakan olsh Prof DR. Rochmat Soemitro, SH:
“Pgjak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan ) dengan Hada mendapat fasa timbal (koniraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukken dan yamg digunakan untuk membayar
pengelwaran wmum *, (Mardiasmo, 1997 :1).

Selanjutnya  Soemahamidjaja memberikan batasan  yang berbeda tentang
pajak, yaitu juran wajib berupa uang atan barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarken norma-norma hulkum guna menutup biaya produksi barang-barang dan
jasa kolektif dalam mencapai kesejshteraan umom (Munawir, 1982 - 22 ).

Selanjutnya batasan mengenai pajak adalah suatn punguian yang merupakan
hak prerogalif pemerintah, pungutannya dapat dipaksaken kepada subyek pajak
dimana fidak nda balas jesa vang langsung dapat ditunjuk penggunasnmyn {Guritno

Mangkoesoebroto, 1993 : 181},

e ke
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Berdasarkan pengertian pajak menorut parm shli keuvasngan negara batk-—dari
luar negeri manpun dalam negeri diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa ada beberapa uneur penting dalam permmgutan pajak, sebagni berikut :

1. luran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintsh.
2. Pajak dipungnt berdasarkan Undang-Undang atan dapal dipaksakan
3. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapal ditunjuk

4. Pajak berguna unttk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.3 Jenis-Jenis Pajak
Adapun jenis-jenis pajak dapat digolongkan sebagai berikwt (Mardiasmo,
1997 : 6):
1. Menurut golonganmya
a Pajak lmgeung
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
b. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalsh pajak yang pada ekhirmya dapat dibebankan atau
dilimpahkan pada orang lain.
2. Memnit Sifatya
a Pajak Subyektif
Pajak subyeltif adalah pajak yang berpangkal atan berdasarken pada
subyeknys, dalam arti memperhatiken keadamn diri wajib pajak Misalnya

pujak penghasilan.

ot
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b. Pajak Obyektif
Pajak obyektif adalah pajak vang berpangkal pada obyelmya lanpa
mesnperbatikan keadaan diri wajib pajak Misalnya, pajak pertambahan nilai
dan pajak penjualan atas barang mewsh
3. Menurut Lembaga Pemungutanmya.
a Pajak Pusal
Pajak pusat adalsh pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
unfuk membiayai rumsh tangga negara.
Misalnya : pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan
nilai dan pajak penjualan atas barang mewsh
b. Pajak Duerah
Pajak daersh adalsh pajsk yang dipungut oleh pemerintah daersh yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga dacrah
Pajak daerah terdiri dan :
~ Pajak dasrsh propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama
kendaraan bermotor.
~ Pajok daerah kebupaten, contoh : pajak pembangunan I, pajak penerangan

jalan dan pajak bangsa asing.

2.4 Fungsi-Fungsi Pajak dan Prinsip Perpajakan
Pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama  juga
mempunyai fingsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur kegiatan-kegiatan swasta

dalam perekonomiam. ( Suparmoko, 1985 : 66 ).
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Dalam kaitan ini, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi
pengenaan pajak yang disebut dengan “Smith’s Comnons™, yailu
1. Prinsip Kesamaan / Keadilan (equity )
Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak
Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam
distribusi  beban pajak sehingga bukan beban pajak dalam arti uang tetapi
beban riil dalam arti kepuasan yang hilang
2. Prinsip Kepastian (cerfainty )
Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah
dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahann
sendiri.
3. Prinsip Kecocokan | corvenience )
Pajak jangan sampai terlalu menekan si Wajib pajak, sehingga wajib pajak akan
der@,mmhdanmlmﬂmﬂmmaym‘mpajnkkepudﬂpmmﬁmh
4. Prinsip Ekonomi {ecomomy )
Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai

biava pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaloya

2.5 Pajak Dacrah

Berbicara mengenai keuangan daersh, tidak terlepas dari masalah pajak dm
retribusi yang merupakan sumber utama pendapatan di dalam perekonomian daerah
Kesungguhan pemerintah uotuk menetapkan pajak sebagai ujung tombak sumber
pembiayaan pembangunan belakangan ini memang semakin terasa kﬂﬂmM
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Terlebih lagi setelah dikeluarkan ketentuan barm  yang menyentuh sampai
pengembangan jangkauan ke subyek pajak.

Pada UU Darurat No. 11 Talun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
yang selama ini berlaku telah menyebabkan daersh berpelusng memungut banyak
jenig pajak, beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan huil&;m dan atay hasiloya tidak memadai. Di samping itu,
terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut oleh daersh
larena tumpang tindih dengan pajak lain, dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis
obyek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifal Lidak adil
atay tidak bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi

Uniuk itn penyederhanmsn sistem pajak daerah dan refribusi  daerah
dikeluarkan melalui UU Republik Indonezia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dasrah dengan fujuan untuk meninghathan penerimaan dari
pajak dan retribusi.

Pengertian Pajak Daerah menurut UU Darurat No. 11 Tahun 1957 Lembaran
Megara Mo. 56 Tahun 1957 Pasal 2, yaitu :

“Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurul peraturan pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganye sebagal badan
hukum pablik”,

Sedangkan berdasarkan UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 batasan
dari pajak daersh adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ata
badan kepada dsersh tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan
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tidak memiliki sumber daya ekonomi, juga haruslah sama besamya secara
horigontal artinya beban pajak haruslsh sama besar antara berbagai kelompok
yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi vang sama

3. Daya gma ekonomi (Economic EHfficiency), pajak hendaknya mendorong
penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

4. Kemampuan melaksanakan {4bility to Jmplemeni), suatu pajak haruslah dapat
dilakeanakan dori sudut kemauan politik dan kemavan tata peaha

5. Kecocokan sebagai sumber penerimean (Swirebility as a Local Revenue
Sources), artinya harusiah jelas kepada daersh femtang suatu pajak  yang
dibayarkan dan tidak menimbulkan beben yang lebih besar dari kemampuan tata
ussha pajak daerah, hendalmya tidak memperiajam perbedaan sntara deerah dun
segi polensi ekonomi masing-masing.

Di samping itu pajak harus berlandaskan pada beberapa asas, yaitu :
a Asas yang melimpahkan kepercayasn sepenuhmya kepada anggota masyarakat
Dengan asae ini wajib pajak bertanggung jawab secara langsung kepada

negara atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan ketentoan perpajakan,

b. Asas kegotongroyongan nasional.

Agas ini berlandaskan pada suatu falsafsh kenegarasn bahwa semua

warga negara dan mnggota masyerskat wajib membela negara Karena it
kebulhan pembiaysan pembangunan menjadi beban, tanggung jawab dan

i kewajiban bersama anggota masyarakal secara gofong royong

P -
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o. Asag keadilan
Agas ini terwujud dalam keseimbangan hak dan kewsjiban antara wajib
pajuk dan aparal perpajukan schingga meniadaken cara-cara oforiter atau
berluasa sendiri bagi aparat perpajakan juga adil dalem pemerstasn beban
pajak. Dengan asag ini senksi perpajakan tidak hanya dikenakan pada wajib
pajuk telapi juga kepada sparat perpajakan apabila melakukan pelanggaran,
d. Asas ketertiban dan kepastian bukum
Asas ini menunjukkan bahwa wajib pajak mendapat jaminan atas segala
gesuaty keputusan atan keletapan perpajakan yang diperfuken secara tertib dan
diperoleh dalam batas waldu yang ditentukan.
¢. Asag kesamasn dan pemerafaan beban perpajalmn
Asas ini dimaksudksn untek memperluss dan meningkatkan kesadaran
wajib pajak, memperbesar jumlah wajib pajak, serta meningkatkan jumlah
pembayaran pajak sebagai landasan hukum dan  peletakan dasar  dalam
pelaksanaan teknik operasionalnya
Menurat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajek Daerah dan
Reiribusi Dasrah, jenis pajak daerah tingkat terdiri dari :
a Pajak Pembangunan 1
b. Pajak Hiburan
¢ Pajak Reklame
d. Pajak Penerangan Jalan
| e. Pajak Pengambilan dan pengelolaan bahan galian golengan C

' f Pajak pemanfaatan air bawah tansh dan air permukaan
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Meskipun demilian, pemeriniah daerah dapat menelapken jenis pajak selain
yang tersebut diatas dengan kriteria :
a Bersifal pajak dan bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harues sesusi dengan pengerfian pajak menurit
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,

b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak berteniangan dengan kepentingan umum.

Pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih Juas
antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan
kestabilan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

¢. Potensinya memadai.

Berarti hasil pajak cukup besar sebagai salsh sam sumber pendapatan
daersh dan laju pertumbuhannya diperkiraksn sejalan dengan laju pertumbuhan
ekonomi daerah.

d Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

Berarti pajak tidak mengganggn alokasi sumber-sumber ekonomi  secara
efigiensi dan tidak merintangi srus sumberdaya ekonomi antar daerah.

¢. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan antara lain adalsh obyek dan
aubyek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutan, dan tarif pajak
ditetapkan dengan memperhatikan keadasn wajib pajak  Sedangkan lriteria
kemampuan macyarakat adalah kemampuan subyek pajak untik memikul beban

pajak
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f Menjaga kelestarian lingungan,
Berarti pajak harus bersifat netral terhadsp lingkungan, pengenaan pajak
lidak memberikan peluang kepada pemerintah daersh dan masyaraket umtuk
merusak linglimgan yang akan menjadi beban pemerintsh dan masyarakat.

1.5 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berdagarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
sebagai salah satn perwujudan kewajiban kenegarasn, maka segala tindakan yang
menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan
dengan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Sejalan dengan itu, perlu diketahui ketentusn-ketentuan pokok yang
memberikan pedoman kebijaksanasn dan arshan bagi daersh dalam pemungutan
pajak untuk menjamin pencrupan prosedur umnm perpajakan daerah.
A. Pendaftaran Wajib Pajak

Tempat pendaftaran wajib  pajak perorangan unfuk  memperolell  Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), adalah Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor
Penyuluhan yang wilayah kerjanya meliputi daersh dimana wajib pajak bertempat
tinggal.

Prosedur pendaflaran umiuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalsh
- Wajib pajak perorangan

Meminta formulir pendaftaran wajib pajak, mengisi dan menandafangani dengan

melampirkan
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a. Fotocopy kartu tanda pengenal atau SIM -

b. Fotocopy surat izin usaha

¢. Fotocopy izin kerja bagi tenaga asing

d. Fotocopy akte kematian bagi pewaris
— Wajib pajak badan

Meminta formulir pendafiaran wajib pajak, mengisi dan ditandatangani oleh

pengurus dengan melampirkan

a Folocopy akte pendirian badan

b. Folocopy kertu pengenal salah seorang

c. Folocopy swrat izin usaha

d. Surat keterangan tempat linggal

Selanjutnya setelah dilakukan penelitisn mengenai kebenaranmya maka dalam
waktn satu hari akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berisi antara lain :
a MNomor Pokok Wajib Pajak
b. Jenis usaha
¢. Kewajiban perpajakan
d Kepnasn nomor pokok
e. Masa berlalunya nomor pokok wajib pajak.
Bila tidak terdapat hal-hal yang pringip pada wakin pengisian formulir

pendaflaran maka dalem waktu paling lama figa bulan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak sudah dapat diterima oleh wajib pajak

17




|
I
|
J

Surat pemberitabuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunaken untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhotang meourut  ketentuan
peralnran perundang-undangan pajak.

Fungei surat pemberilshuan :

- Merupakan sarana bagi wajib pajak wntik menetapkan sendiri besarnya pajak
yvang lerhutang

~ Merupakan sarana pemotongan pajak untuk menetapkan sendiri besamya yang
terhutang yang telah dipotong.

Jenis surat pemberitabuan :

Pada hakekatnya surat pemberitahuan terdiri atas 2 jenis .

a Surat Pemberitabuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan uniuk
memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atan pada suatu
sanl.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk memberitahukan pajak vang terhutang dalam satu tahun pajak

Prosedur pengisian dan pelaporan surai pemberitahuan

1. Wajib pajak mengambil sendiri formulir #aat pemberitahuen pada kantor
pelayanan pajak dimana wajib pajak  bertempat tinggal formulir  eorat
pemberitahuan diperoleh tanpa harus dibayar,

2. Sural pemberitahuan diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani.

3. Penyampaian kembali surat pemberitahuan masa oleh wajib pajak harus diberi
tanggal penerimasn oleh pejabat yang ditunjuk, sedangkan pemyampaian surat

pemberitahuan tahunan harus diberikan bukti penerimann.
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tangga penerimasn surat pemberitahuan bagi wajib pajak.
5. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang harus terlebih dahulu

dibayar lunas scbelum surat pemberitahuan tabunan disampaikan.

B. Penetapan

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang berdesarkan ketentusn
persturan-peraturan perundang-undangan pajak, dengan tidak menggantungkan pada
adanya sural ketetapan pajak. Dalam jangka wektu 5 (lima) fshun sesudah
terhutangnya pajak atau berakhirmya masa pajak, bagian tahun pajak atan tahun
pajuk maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Apabila jangka wakiu lima tahun lewat, Surat Ketetapan Pajak atau Sorat
Ke{'et';lpm': Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah
jangka waktn lima tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan yang dilalaukan terhadap pajak yang penagihannya telah lewat
waktu berdasarkan putosan pengadilan.
Surat Ketetapan Pajak

Surat ketelapan pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya

jumlah pajak yang terbutang, jumlah kekurangan pajak, besamya sanksi administrasi

dan jumlah pajak yang masih terus dibayar.

Surat ketstapan pajak diterbitken dalam hal sebagai berilat :




a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atan keterangan lain temyata jumlsh
pajak yang terhutang lurang ateu tidak dibayar,

b. Apabila surat pemberitahuan tidek disampaiken dalem batas wakiu yang telah
ditentukan dan eetelah ditegur secara tertulis tidak disampailan pada waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

c. Apabila kewsnjiban menyelenggaraksn pembukuan aiau pencatatan tidak dipenuhi
pecara ferlib oleh wajib pajak sehingea tidak dapat diketshui besarmya pajak
yang terhutang,

Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)

Surat ketetapan pajak tambahan adalah surat keputusan yang menambahkan
jumlah pajak yang telah ditetapkan.
SKPT baru diterbitkan dalam hal sebagai berilmt :
a Sebelumnya pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru (novum) dan/atan
data semula belum terungkap dan menyebabken penambshan jumlah pajak yang

terhutang,
¢. Masih dalam jangka waktn lima tahun sesudah pajak terhutang.
Surat Tagihan Pajak (STF)
Surat Tagihan pajak adalah surat unfuk melakukan tagilun pajak  dun/atay
sanksi berupa bunga dan dends administrasi.

Surat Tagihan Pajak baru diterbitican apabila :

a Pajak dalam tabun berjalan kurang stan tidak dibayar oleh wajib pajak.




b. Wajib pajak dikenskan eanksi administrasi berupa denda administrasi  dan/aten
bunga administrasi.

c. Berdasarkan hasil  penelition Swat pembertiahuan  lerdapat  kehurangan
pembayaran pajak sebagai alibat ealah tulis dan/atan salsh hitung.

Surat Pemberitaan (SPB)

Surat Pemberitaan adalah sural yang berisi pemberitahuan kepada wajib
pajak bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besamya dengan jumlsh pajek yang
dibayar dan/atan dipotong danfaisa dipungut

Surat Pemberitahuan akan diterbitkan apabila oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak telah dilakukan penelitian atan pemeriksaan terhadap jumlah pajak yang telah
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKFPP)

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sural keputugan yang
menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telash dibayar
danfatan  dipotong dan/atau  dipungut, karena jumlah pajak yang teleh dibayar
dan/atan dipungut tersebut lebih besar daripada pajak yang terhutang

SEKPP akan diterbitkan apabila oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah
dilakukan  penelitian/pemeriksaan  unuk menguji kebenaran terhadap  kelebihan
pembayaran pajak oleh wajib pajak yang bereanglutan.

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak (refribusi) :
l. Wajib pajak mengajulkan permohonan  secara tertulie kepada Direktur Jenderal
pajak, wp. kepala Kantor Pelayanan Pajak.
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2. Kepala KPP alas nama Direktur Jenderal Pajak setelah melalulan penelition
dan pemeriksaan harus menerbitkan SKKPP dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya surat permohonan.

3. Apabila setelah jangka wakiu 12 bulan Kepala KPP tidak menerbitkan SKKPP,
wajib pajak memberitahukan hal tersebut kepada Direkiur Jenderal Pajak.

4. Direltur Jenderal Pajak menerbitkan SKEPP aias permohonan wajib pajak
dalam jangka. wakin  selambat-lambamys satu  bulan  setelsh menerima
pemberitahuan dari wajib pajak. SEKPP ini dikirim kepada wajib pajak dengan
tembusan kepada Kepala KPP yang bersanghutan.

5. Kepala KPP akan segera menerbitkan Surat Perintsh Membayar Kembali Pajak
(SPMEP) setelah menerima tembusan SKKPP dari Direktur Jenderal Pajak atau
setelah menerbitkan SKEPP, apabila wajib pajak tidak mempunyai hutang pajak
lain vang sudah jatuh tempo pembayarannya

6. Apabila wajib pajsk mempunyai hutang pajak lain yang sudah jatuh tempo
pembayarannya, kelebihan pembaymran ini dapat langsung  diperhitungkan,
kemudian jika masih ada kelebihan baru akan diterbitkan SPMEP.

C.Pembukuan

Badan dan perseorangan Yang melakukan kegiatan usaha atan pekerjasn
bebas di Indonesia harus menyelenggarakan pembuluan yeng dapat menyajikan
Keterangan yang culup untuk menghitng Penghasilan Kena Pajak sesumi dengan
ketentuan pajak yang berlakn. Pembukuan  harus berdasarkan cara yang lazim

dipakai di Indonesia, seperti Prinsip Aluntansi Indonesia
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Pembukuan sedikitnya terdiri dari cataten yang dikerjakon secara teratur ™ i

tentang keadaan kas dan bank, daflar utang-piutang den daftar persediaan barang,
dan pada setiap akhir tahun pajak beralhir wajib pajak harus menutup bukunya
dengan membual neraca dan perhitmgen laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan
yang taaf asas (konsisten) dengan tahun  sebelumnya  Pembukuan  harus
diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan ussha yang sebenanya

Untok perusahaan dalam rangka penanamen modal asing, kontrak kerja, dan
kontrak bagi hasil atas izin Menteri Kenangan pembulusn dan pencatatannya dapat
menggunakan bahasa asing dengan mata uvang selain rupish, namun dalam
pembayaran pajak dan dalam pengisian surat pemberitahuan harve diim  dalam
Bahasa Indonesia dan mata uang rupish.

Pembukuan Sederhana

Wajib pajak dapat menyusun pembukuan dengan memakai sistem tata bulu
tunggal yang dikenal dengan pembukuan sederhana Tata buku tunggal adalsh cara
mencatat dan mengelola perubshan-perubshan atas harta, tidak memerlukan shli
pembukuan tetapi perln ketelunan melakuksn pencatatan dengan tertib.

Pekerjaan pencataton dalam pembukuan sederhana ini divsahakan seminimal
mungkin, schingga tidak memberatkan para pengusaha yang erhir.mnra, nanm
pembukuan yang sederhana ini tetap memenuhi syaral untuk dapst dipakal guna
keperluan perhitungan hasil ussha

Untuk mengurangi beban pencataian maka bukti trensakei tidak perlu

diringkas untuk dicatat delam salu buku harian. Sebagai gantinys, bukti-bukti
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tersebut culup disusun dan disimpan berurutan dalam sebush order yang diberi
pomer urut Dengan demikian akan lebih mudah digunakan untuk penyusunan nersca
dan perhitmgan laba-rugi, Pembukuan sederhana dapat digwnaken wajib pajak
peahawan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan industri kecil.

Tata Cara Pembuluan Sederhana

Pembukuan sederhana memerlukan seperangkat alat pembukuan, yaitu :
Daftar Inventaris, buku harian, buku tambshan, buku transakei baik infern maupun
skstern. Tohap-tahap vang dilakukan dalam melaksanakan pembukuan sederhana
adalah sebaga berikut :

Pertama : Inventarisasi kelayaan usaha, baik yang sudah berjalan maupun yung

baru dimuolai, Hesil inventarisssi ini  dituangkan dalam Daflar
Inventars.

Kedua @ Neraca awal yang datanya diambil dalam Daftar Inventarie.

Ketiga : Mencatat transaksi usalia ke dalam buku harian atau menyimpan bukti-

bukti transaksi ke dalam sustu order yeng fimgeinya sebagai pengganti

bulu harian
Keempat : Pindahkan dala transaksi ke bulm tambahan dan menufupnya Secara

berkala.
Kelima @ Buat daftar saldo geqnua buku  tambahen dan pindahkan ke dulam

Daftar Tnventaris akhir.

Keenam @ Susun neraca akhir dan perhitungan laba-rugi.




D. Penagihan ‘{t\ A i‘j
Dasar penagihan pajak yang digunakan oleh aparat pajak adalah s;{‘ﬂ

Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

Prosedur Penagihan

~ Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilskukan spebila pajak veng terhutang
berdasarkan STP, SKP, dan SKPT tidak atau kurang dibayar setelah lewat jamh
tempo pembayaran pajak yang bersanghutan,

~ Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah 7 (mjuh) hari setelsh saal jatuh tempo
pembayaran akan menerbitkan surat teguran.

- Jika wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pelunasan hutang pajaknya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan gelanjuinya dengan surat
pakea, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak

Negara dengan Sural Pakea

3 5 % Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gowa

Seliap pemungutan sumber-sumber penerimaan daersh memiliki dasar hukum
ying merupakan landasan pokok yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan pemungutan. Adapun  yang menjadi dasar holum  pemungutan  pajak
daerah di Kabupaten Daersh Kabupaten Gowa adalah sebagai berilut

1. Undang-Undang Dasar 1943 Pasal 23 ayal 2 :

“Bahwa segala pajak untuk keperhmn negara berdasarkan Undang-Undang”.
Pokok-Pokok Pemerintahan di

1. Undang-Undang Nomor § fulum 1974  tentang

daerah.
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. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Persturan Umwm Pajak Daersh

dan Refribugi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Talun 1998 tentang pajak reldame.

. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 1998 tentang pajak hiburan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 1998 tentang pajak
penerangan jalan.

Peraluran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 1998 (entang pajak
pemanfastan ABT dan APT.

Peratwran Daersh Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 1998 tentang pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Pernturan Daersh fentang pajak selurang-kurangnya mengatur  ketenfuan

mengenai :

Nama, obyek dan subyek pajak.

Wilaysh pemungutan.
Masa Pajak.

. Penetapan.

Tata cara pemunguten dan penagihan.

g Kadaluarsa

h

i.

Sanksi Administrasi.
Tanggal mmlai berlakunya
Qalain hal tersebut di aias, perahran daerah juga mengalur ketentuan

mengenai :
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- Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebssan dalam hal-hal tertentu atas

pokok pajak dan/stan sanksinya

b. Tata cara penghapusan piulang pajek yang kadaluarsa
c. Asas timbal balik

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pemerintah daersh mengandung pengertian tentang perkiraan atau
fakgiran keuangan untuk melsksanakan suatn kegiaten dimasa yang akan datang
dalam jangka wakiu tertentu.

Angporan (budget) adalsh svat daftar/pernyatann yang terperinci tentang
penerimaan dan pengelvaran negara yang diharapksn dalam jangka wakiu tertentu
yang biasanya safu tahun. (Suparmoko, 1982 : 23)

Selanjutnya anggaran dacrsh adalsh sualn rencana kerja pemerintah daerah
yang diperhitungkan dalam uang yang diperkirakan penerimaan dan pengeluaran
uang dalam periode terieniu jalah satu tahun (Sutrisno, 1981 :27).

Jadi anggaran dasrah menyanghkut rencana  kerja rutin maupun  kegiatan
pembangunan. Kegiatun pernbangunan diwujudken dalam proyek-proyek. Kegiatan rutin
manpun kegiatan pembangunan gemuanys membutuhkan dana.

Selanjulnya fingsi anggaran depat dilihat sebagai berikut :

L Anggaran berfimgsi sebagai hukum
| Anggaran dalam hal ini  merupakan undang-undang  dengan ditetapkan
logislatif st DPR untuk diberikan kvasa kepada

APBM/APED oleh badan




'. iy e -
i “'-.w 4'5-'_

Badan Eksekutif (pemerintah) untuk melaksansken ussha yang sudah ditetapkan
dalam anggaran serta menutupi pembayaran deri hasil sumber-sumber pendapatan
negara yang diperkirakan dapat diterima selama berlakunya anggaran ity

2. Anggaran berfiungsi materil
Anggaran dalam hal ini adalah suaty cara perencanaan keuangan di satu pihak
memuat jumlsh pengeluaran setinggi-tingginya unhik membiayai ligas-tugas negara
disegala bidang selama jangka waktu tertentu (bimsanya satu tahun) dan dipihak
lain memuat jumlah penerimaan dari hasil-hesil sumber pendapatan yang
diperkirakan slon  diterima untuk menutupi pengeluaran selama  safu tahun
tersebut

3. Anggaran berfungsi kebijaksanaan
Anggaran  dapat melukiskan  kebijalsanaan pemerintsh  yang  dijalankan.
(Suparmoko, 1982 :24).

Pada pokoknya anggaran harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah
yang rasional bak secara luantitne maupun secara kualitas sehingga akan terlihat
bahwa :

1. Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajok dan pungutan lain-lain  oleh
pemerintah, misaloya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi

2, Adanya hubungan yang eral antara fasilitas penggunaan dana dan pemarikamya.

3. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapel dipakai sebagai pertimbangan
di dalam menentukan pela penerimaan pemerintah yang pada wehizig
e wﬂﬂ_ﬁmgﬁﬁ‘ﬁguﬂ“mianﬂmmﬂnﬂ dalam perekonomian. (Suparmeko,

1982 : 29)
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Dengin  demikian APBD  diartikan sebagni suatn rencana kerja keuangan
dimana pada satu sisi berisi angka-angka pemerimaan dan pada sisi yang lain
berisi angka-angka pengeluaran yang pada dasamya mencerminkan  piliban
kebijaksanaan yang akan dilaksenaken dalam suatn periode pada masa yang akan
datang.

B. Sumber-Sumber Penerimasn APBD

Pembiayasn pembangnan dsersh di  Indonesia  bersumber dari  dua
kelompok, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari daersh gendiri baik dari
pemerintah maupun dari swasta atan dari swadaya masyarakat dan somber yang
berasal dari luar dari daersh baik bermsal dari pemerintsh pusal atau pemerintah
atasan maupun investasi swasta dari Juar daerah

Sumber dari pemerintsh pusat kepada pemerintah daerah diberikan melalui
dus jalur, yaitu dana sektoral (DIP) dan dana regional (INFRES). Pembiayaan
pembangunan melalui sistem DIF direncanakean melalui sistem “bottom-up™ dengan
pengambilan keputusan dari tinghat departemen. Prioritas pembangunan berorientasi
miunmidunganpm-apaluksmahema! dari aparalur pusat yang ada di daersh,
dimana penentuan pimpinan proyek  ditetapkan oleh menteri. Dana DIP  ini
disalurkan melalni departemen ieknis yamg mempunyai aparat-sparal sendiri di
dasrah dan tidak melalui pemerintah daerah

Pembiayasn pembangunan dasrsh dari pusst yang dilakukan melalui dana
regional dalam bentuk bantuan stan sumbangan seperti pada benfuk INPRES. Dana

8




peimbg uk daersh dari dana regional ini, sepenuhnyn dapat diamati dalam
APBD daerah bersangkutan,

Adapun jenis-jenis penerimaan daersh yang aken dituangkan dalam APBD

adalah :

L

1'.

Siga lebih perhitungan tahun lalu
Pendapatan Asli Daerah
Komponen PAD dulam mnggaran duersh terdiri dari pajak daersh, retribuei

daersh, laba BUMD, penerimaan dinas-dines dan penerimasn lain-lain.

. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Komponen penerimasn dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dapat dilibat
antara lain bagi hesil Pajak Bumi dan Bangunan (FBB), Turan Hasil Hutan
(IHH), dan Toran Hak Pengusshasn Hutan (TFPH).

Sumbangan dan bantuan
Fenerimamdaﬂrnhbaiklin@atlmmqlmﬁﬂgkﬂﬂmhmﬂ dari bantuan
pemerintah pusat terdiri dari Subsidi Dasersh Otenom (SDO) yang nampak
dﬂmw,gnrmmiudmmhdmhmhmmhtpemmwmnmwwm

pembangunan daerah.

. Penerimaan Pembangufian

Komponen penerimaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daersh bersumber dari pinjaman pemerintah dan pinjeman BUMD.
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Anggaran pengeluaran dalam APBD terbagi dalam dua kelompok besar,
yaitn anggaran wntuk belanja rutin dan anggaran untuk pembiayaan pembungunan,
Alokasi pada dua kelompok ini tidak ditetapkan porsinya secara balm, hanya saja
biasanya sangat terkait langsung dengan tingkat aktifitas ekonomi dan pembangunan
daerah yang bersangkutan.

Pengeluaran rutin daersh yaitu dana yang dikeluarkan untuk menunjang
berbagai kegiatan Oleh karena itu, tinggi rendahnya sklifitas pemerintah daersh
dibidang pemerintahan jugn tercermin dari tinggi rendshnya pengeluaran rutin
terssbut.  Adapun yang termasuk dalam anggaran unfuk belanja rufin baik umtuk
Daerah propinsi dan daerah kabupaten adalsh eebagai berikut :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan dinas
5. Belanja lain-lain
6. Angeuran utang
7. Subsidi/sumbangan
Sementara its, anggaran uiuk pembisyasn pembanguusn dacrah diiprycn
pemarintsh  dustah ik memenuhi tergedianya sarana dan prasarana  yEng

yang sudah adaserta pembangunan SETTE dan prasarana baru. Alokasi pengeluaran

dﬂmﬂﬂnwhmﬁrdmdmﬂiimﬂmdiﬁdﬂnbmﬂdi&mﬂ_
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Alokasi yang datangnya dari pemerintsh pusat berasal dari dana regional seperti -
program INPRES. Sedangkan alokasi dana pembangunan lainnya adalah pengeluaran 5
investasi daerah yang diklasifikesikun berdasarken seldor-sektor yang mencerminkan
kegiatan masyarakat vang ada di daereh dalam arti sosial, budaya, politik, agama,
pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya
Klasifikasi pengeluaran pembangunan daersh atas dusar sektoral adalah
geragam baik untik daersh propinsi maupun deersh kebupaten Adapun klasifikasi
alokasi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh adalsh sebagai
berikut :
1. Sektor Pertanian dan Pengairan
2. Sektor Industri
3. Seltor Pertambangan dan Energi
4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata
5, Sektor Perdagangan dan Koperasi
6. Seltor Tenaga Kerja dan Pemmkiman kembali
7. Sektor Pembangunan Daerah
8. Sektor Agama
> Sektor Pendidikan, Generasi muda, Kebudsyamn Nasional, dan Repercayas
terhudap Tuhan Yeng Maha Esa
10, Sektor Kesehatan, K esejahteraan sosinl, Peranan Wanita, Kependudukan dan
Eelparga Berencand

11. Sektor Perumahan dan Pemukiman

12. Sektor Hukum




13. Sektor Keamanan dan Kﬂ[ﬂ"lh@n

14. Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

15. Sektor Pengembangan Hmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian

16. Seldor Aparatur Pemerintah

17. Sektor Pengembangan Dunia Usaha

18. Sektor Sumber Alam dan Linglungan Hidup

19. Subsidi Pembangunan kepada daerah bawshan

20. Pernbayaran kembali pinjaman

Berdasarkan alokasi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ini, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok keuangan dacrah dalam pembisyaan
pembangunan, yaitu sebagai fimgsi pelayanan dan memperkuat struktur ekonomi
daerah.

2.7 Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangman baik yang
termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumahtangga daersh yang meliputi
berbagai sumber pembiayasn, baik yamg berasal dari pemerintah dan yang
bersumber dari masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat dibagi dalam tiga

"kelompok :
|. Pembangunan yang ~merupakin kewajiban dari Pemerintah Daerah, yaitu
ayai dari Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan, prioritas

Daerah, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh

pembangunan yang dibi
proyek dilakukan oleh Dinas
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Inspektorat  Wilayah, Inspektorst Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan

2. Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusal telapi pelaksansmnya
oleh Pemerintah Daersh, misalnya proyek yang dibiayai oleh dana Tnpres,

3. Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, pelaksanaannya oleh
Pemerintah Pusat tetapi lokasinya berada di deersh, misalnya proyek yang
dibiayai oleh APBN yang pengelolnannya dilaksanaken oleh departemen.

Pembangunan yang merupskan kewsjiban Pemerintsh Daersh dibiayai dari
gumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Duersh. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daersh menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi

keuangannya Apabila penerimasn dari sumber daerah cukup beser maka berarti
pola mengirangi  ketergantungan daersh yang bersanghutan terhadap pusal

Disamping ity besamya APBD suatu daerah juga akan berarti besar pula tinghkat



BAB III
METODOLOGI

3.1 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana. diketahui bahwa sumber dana yang digunaken untuk membiayai
pembangunan yang dilakeansken saal ini adalah berasal dari dua sumber utama,
yaim dana yang bersumber dari dalam negeri berupa pajak-pajok dan berbagai
jenis pungutan lainnya serta dana yang berasal dari luar megeri berupa pinjaman-
pinjaman dan berbagai macam bantan yang bersumber dari luar negeri.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah mengenai ealah satu
sumber pendapatan dacrsh, yaitn masalah pajak daeroh. Pajak daerah merupakan
salgh gaf sumber penerimman dalam negeri sehingga pemerintah selaly berupaya
agar penerimaan pajak daerah getiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal
ini salah sty upsya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah dasrah
Kabupaten Gowa adaleh memaksimalkan penerimaan pajak daersh melalui ussha
intensifikasi dan ckstensifikasi perpajakan sehingga pajak dasrah sebagai salah satu
komponen Pendapatan Asli Dasrsh dapal menunjang atan membanty membiayai
pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa.

Pajok daorab meropaken salah satn komponen Pencapelia all  Drapesh Yy

tsrdupat dalam Anggaran Pendapatan den Belanja Daersh dari sisi penerimaan,

sedangkan dari sisi pengeluaran {erbagi dalam dua kelompok yaitu pengeluaran

rulin  dan  pengeluaran pembanguna, gebagian besar ANggAran belanja daerah
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dipergunalen untuk  membiayai belanja ruiin dan sisanya dipergunakan  untuk
keperluan pengeluaran pembangunen
Kerangka pikir il secera sederhana dapat divisualisasikan sebagai berikut :

Pajak Daerah PAD __.! 1

APBD Pembangunan
L ] Dﬂ.ﬂrﬂh

'y

Pengeluaran

3.2 Metode Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelition adalsh :
- Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian  yang dilhukan dengan  mempelajari
literahr zebagai referenst yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

_ Penelitian lapangan, Yyeitt pengambilan data sehunder pada Kantor Dinas

Pendapatan Dagrah dan Kantor Statistik Kabupaten Gowa
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3.3 Jenis dan Sumber Data !

el Ll I
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adaloh dota selamder yang |
terdiri dari :

Target dan realisasi penerimaan pajak d ¥ sbomiie s
anggaran 1994/1995 - 19981999,

- Realisasi penerimaan pemerintsh dacrah Kabupaten Gowa tahun snggaran
1994/1995 - 1998/1999.

- Realisasi pengeluran rutin - Pemerintah Daersh Kabupaten Gowa tahun
anggaran 1994/1995-1998/1999.

— Realisnsi pengeluaran pembangunan Pemerintah Daersh Kabupaten Gowa
ahun anggaran 1994/1995-1998/1999.

_ Distribusi penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa

Sedangkan sumber data tersebut berasal dari :

— Publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendapaian Dagtrah Kabupaten

Gowa, yaitu :

e Target dan realisasi penerimasn pajak daersh Kabupaten Gowna tahun

anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
: i Gowa tahun anggaran
s Realigasi penerimasn peman.ﬂlnh daerah Kabupaten
1904/1995 - 1098/1999.

i erinish Daerah Kabupaten Gowa tahun
s Realisasi pengeluran Tulin Pem

ANEEaran 1994#1995-15'9&’1999.




Realisasi
+ Realisasi pengeluaran pembangunun Pomerinish Dasrsh Kabupaten Gown
tahun anggaran 1994/1995-1908/1999
— Publiknsi yang diterbithan oleh Kantor Stastistik Kabupaten Gown, vaitu :
Distribusi penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa. .

— Dan lain-lain publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. 4 Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifal penelition deskriptif yaits menjelaskan secara
deskriptif tentang Pajak Daersh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gowa selama periode pengamatan.

Untuk melihat sejauhmana kinerja pajak daersh dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah maka dilakukan analisis komparatif target dan realisasi penerimaan
pﬂ'ukharahd:ritalnmkatahm,ubﬂlmdm cagudah adanya intensifikasi dan
ekstensifikasi perpajakan Eemudian juga dibandingkan besarnya sumbangan pajak

pembangunan selama periode 1994/1995 - 1998/1999.

3.5 Batasan Variabel

Variabel-varisbel Yang alcan dipergunakan dalam penelitian ini, secara

sederhana. dioperasionalkan sebagai berikit -
yang, dilakukan oleh orang pribadi atas badan

— Pajak Daersh adalah juran wajib

kepada daersh tanpa imbalan |angsung

mmm&mmﬁpm




berdasarkan peraturan perundang-undangsn yang berlaku, yang digunskan uniuk
membiayai penyelenggarnan Pemerintah Daergh dan pembangunan daerah.

~ Pendapatan Ashi Daersh meliputi semua penerimaan dasrsh atas ussha sendiri
dari semua sumber pendapatan yang telah ditetapkan peraturan perundangannya
atan dengan undang-undang atan peraturan pemerintsh disershkan kepada daersh
gebagai sumber pendapatan daersh

~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana kerja

kevangan dimana pada sah sisi berisi angks-angka penerimaan dan pada sisi
yang lain berisi sngka-angkn pengeluaran yang pada dasamya mencerminkan i
pilihan kebijaksanaan yang akan dilsksanalan dalam satu periode.

- Pembangunan daersh merupskan semua kegiatan pembangunan baik yang
termasuk manpun yang tidak termasuk urusan rumahtangga daersh yang meliputi
berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasel dari pemerintsh dan yang

bersumber dari masyarakal

3. 6 Sistematika Pembahasan

Untuk mampmmudah penulisan dan pembshasan, maka  sistematika

Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunadl gerta Hipotesis
. y -
Bab 1 merupakan Bab Tinjauan Pustaka dimana mengiraikan pengertian Pajak,

|
1

i

pembahasan disusun sebagal berikut : }
i

|

|

= |

Jenig-Jenis Pajak, Fungs Pajak dan

Prinsip Pajak, Pajak Daersh Undang-

£

R R T




mdang Lama dan Undang-undang Baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daersh dan Pembangunan Daerab..

pab T merupukan Bab Melodologi yang mencakup Kerangkn Pemikiran, Metode
Penclitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Analisis, Batasen Variabel dan
Sistematika Pembahasan

Bab IV merupakan Gambaran Umum Daersh Penelitiann

Bab V merupakan Bab Analisa dan Pembshasan yang membahas tentang Pajak
Daerah dan APBD di Kabupaten Gowa

Bab VI merupakan Bab Penutup, berigi Kesimpulan dan Saran.

| Tty 1 T
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Esbupaten Gowa adalsh merupakan salah sain dasrsh penyangga bagi
ibukota Propinei Sulawesi Selatan. Jarak yang relatif dekat dengan Kota Makassar
memberikan banyak segi positif bagi ksbupaten Gowa dan masyarskatnya antara
lain dari =isi pendidikan, perdagangan dan lapangan pekerjaan

Wilayzh administrasi Eabupaten Gowa yang terdiri dari ® kecamatan dengan
130 desa/kelurahan dengan luas sekiter 188333 Knr', fermasuk pada daerah
kelinggian yaitu 4 dari 9 kecamstan berada pada ketinggian diatas 100 meter
dari permulman Jant atan  sebesar 7126 persen dari luas "ﬁ"ilﬂjlﬁl:l Eabupaten
Gowa.

Kabupaten Gowa mempunyai batas-balas wilayah sebagai berikut
+ Sebolah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dum Kabupaten Maros

s Sebelagh Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupalen Buluumba dan

Kabupaten Bantaeng

+ Sebelgh Selatan berbatasan dengan Kabupatet Takalar dan Esbupaten Jenepanto.

Kab Takalar.
+ Sebelsh Barat berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan upaten ar

Untukc lebih jelasnyn dapat dilibat pada tabel 4 Jberikut il -




Tabel 4.1

;:l Kecamatan Luas / Km? Jumlah Penduduk | Kepadatan
T Bontonompo 50,63 58,380 =
2 Bajeng 79,13 64.920 820
3 Pallangga 63,91 81.769 1187
4 Somba Opu 28,09 68.907 2.453
5 | Bontomarammu 137,59 41.469 301
6 Parangloe 313,16 25.644 B2
7 Bungaya 373,62 32.501 87
8 Tompobulu 195,75 53,216 180
9 | Tinggimoncong 527,45 52955 100
Tumlah 188333 479.401 254

Burber : Baden Pusst Suatistik, Gows Dialarm Angka 1598

Penduduk Kabupaten Gowa bordasarken basil registrasi

irt i g45 jiwa laki-lakn dan
1999 berjumlah 479,401 jiwa Yang terdiri dari 231 ji

0 i igntara 100
4 rasio sebesar 94 artinya  di
146,556 jiwa perempual dengan #=X

Jaki-laki.

penduduk terdapat 94 penduduk _ -
ai kepadatan paﬂ:ﬁlthk yang diperoleh  dan
Be

. bind i
Jika ditinjau < o b i

wil
perbandingan jumlah penduduk dengan hsas
tahun 1999 adalah 2
g98 yaita 252 jiws PET Kl

54 jiwa per Kur', ini lebih besar
penduduk kabupaten Gowa

dari kepadatan penduduk fahum 1
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Berdasarkan Tabel 4.1, terlihg bahwa diantara o kecamalan yang ada,

comatan Pallangsa mempunyai jumlah penduduk yong paling banyak yaitu sekitar

769 jiwa Hal ini tentu wajar karena digntara o kecamatan yang ada,
cametan  Pallangga  mempunysi jumlsh desn yang terbamyak ymitn 21
sakelurahan. Disamping it juga krena letak Kecamatan pallangga yang
rdekatan dengan ibukota Kabupaten Gows, yang merupakan pusat keramaian,
rdagangan dan pemerintahan. Diantara 9 kecamatan yang ada, Kecamatan
yangloe mempunyai jumlsh penduduk yang paling sedikit, ymitu hanya sekitar
5644 jiwn Padahal dari segi luas wilaysh Kecomatan Parangloe (313,16 Kar')
erupakan daersh terluas ketiga setelsh Kecamatan Tinggimoncong (52745 Km")
an Kecamstan Bungaya (373,62 Km'). Utk tahun 1999 jumleh? Kecamatan
arangloe mengalami penurunan, hal ini disebabkan kerena adamya proyek
enbangunan bendungan Bili-Bili, sehingsa banyak penduduk yang ferpaksa pindzh

@ tempat lain
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, jika dilikat dari mAsing-MAsME

- gmatan Somba Opu
smpak bahwa kepadatan penduduk tertings! oialth wizk Ko

: 1 yaity  sekitar
wa per Km', disusul Kecamatan Pallangga

vaitu sekitar 2.543 ji

di Kecamatan Parangloe
1187 Em® dsn kecamatan P"“M terendah e 1

yaitn 82 jiwa per Knr'

E i ] Faitl.l - Im

Fmsmdiﬁm:lnhmmhlk
mmm

sawah dan buken lahan sawah (lahan kering)

|adang/hums,
bangunan dan halaman sekitarmy® tegal

’E“’B,Imnbak,huiﬂn.lﬁmhmmdmll
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Lahan sawaht di daerah ini pada tanyy 1995 diperki ,
kirakan mencapai

]

% merupakan sawah tadap hujan dan 68,56 %
tnah i

merupakan tnah sawah berpengairan dan lahan kering diperkirakan 14%.469 ha.

dari keseluruhan luas lahan kering 40,03 % merupakan kawasan hutan 14,90 %

33821 ha, dimana 3144

merupakan tegalan, 8,46 % merupakan ladang sedangkan sisanya digunakan
untuk bangunan dan pekarangan serta lainnya,

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari
perkernbangan produk Domestik Regional Bruto. Selama jangka waktu 1994 -
1998 PORE Kab. Gowa mencatat pesembangan yang menggembirakan.
Berdascrkan harga berlaku PDRB Kab. Gowa meningkat dari Rp 428.975.000
pada tahun 1994 menjadi Rp 889.269.740 pada tahun 1998 dan berdasarkan
harga konstan meningkat dar Rp 395.648,13 pada tahun 1994 menjadi Rp

470.192,18 pada tahun 1993,
Peningkatan PDRB masih didominasi oleh pertanian yang merupakan

sektor andalan dalam mempercepat perturnbuhan ekonomi regional, Sektor mi

memberikan sumbangan sebesar 49,68 % dan terus menurun hingga 44,25 %

pada tahun 1997, Namun pada tahun 1998 naik lagi menjadi 47,33 %. Sektor

an sumbangan sebesar 15 % pada tahun 1998,

jasa menempati posisi kedua deng
Kemudian sektor penamh'ﬂﬂgﬂﬂ-” Pt

: 7
PDRE Kab. Gowa masingmasing seoesat 92

okl sefiap
dan keduanya sejak rahun 1994 selalu meningka
isar 5,1 % ke bawal.

nggalian cukup punya andil tediadzp hofal
a5 dan 9,03 % pada tahun 1998
(ahun. Sedangkan sektor-

sektor lain konstribusinya masil

4

|
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harga konstan t2hun 1994 - 1998, dapat dilihas pada tabel 4.2 dan tabel 4.3

p Tabel 4.2
Atas Dasar Perkembangan tahun 1994 - 1998 (Juta Rupiah)
| sektor Ekonomi | 1994 1995 ey = =
| Petanian 219.267,74 | 252.144,74 | 235.364,66| 292901,12 | 455.841,02
Pertambangan & 24.208,88 | 3392932 | 354.04797| 66.62875| 70.542,82
Penggalian
Industri 24673,83 | 2724236 | 29.563,94| 32.773,78| 45422,59
| Pengolahan
Listrik, Gas & Air | 240028 | 308427 3.587,05| 460420 1233161
Bersih
Bangunan 1941133 | 20.667,75| 23.14242| 26130,82) 278716
Perdagangan 32.132.24| 35983,48| 40.73516| 47974,16) 8001601
Restoran & Hotel
Angkutan & 14.383,17 | 19.109,76 23.177,80 | 26.206,73 | 36.906,69
Komunikasi l
33.215,19
Lembaga 2048771 2142482| 2360439 26.594,21
- 20| 127.121,54
658,33 105.564, sl dy
lasajasa 7200979 | 8320094| 946
e | 547.881,92 570.178,84 | 889.269,74
FDRB 135.975,01| 496.787,6 | »A0T T |
‘-"‘-|—|_|_‘_‘_
Sumber ; Biro Statistik Kabupaten Gowa
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Tabel 4.3

PDRRB Kahy
L2 paten Gowg
asar Harga Konstan Tahun 1994-1 995 (Juta Rupiah)

Skwrpionemt | 1m0 | o T e | amr | e
Pertanian 196.552,16 | 204238 89 20388977 | 214.570,13 | 22255501
Et{i?ngm& 228833 | 3100550 | 4756715 | 5506048 | 4350468
Indusiri Pengolahan | 23.03637 | 2410591 25.63115 | 2698701 | 23.950 46
Listrik, gas danair | 238431 | 261761 | 302842 |a75654 |7.36754
bersih
Bangunan 1822058 | 1897516 |20.157,10 | 21,350,456 | 14.677,26
Perdagangan, 3140844 | 3385651 | 3693260 | 3096430 | 4245279
Restoran & Hotel
Angkutan dan 13.88307 | 17.85,61 |2042098 | 2152816 | 2357469
Komunikasi
Lembaga Keuangan | 1970972 | 2032360 | 2148230 |2235453 | 2147067
Jasa-jasa 6759587 | 7286076 | 7660590 | 7853642 | 7054308

PDRB 395,648,15 | 425727 51 | 45581495 | 484.936.03 470.192,18 |

Sumber - Bira Pusat Statistik Kabupaten Gowa.




PAJAK D -
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER AT

5,1 Penerimaan Pajak Daerah

Pajak dacrah merupakan salah satu komponen Pendapaian Asli Duerah yong
rdpat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi penerimenn
Sedangkan dari sisi pengeluaran terbagi dalam dua kelompok ymitu pengeluaran
ntin dan pengeluaran pembangunan. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrsh digunakan untuk pengelusran rutin Sedangkan sisanya digimakan
unhik pengeluaran pembangunan. Dimana pengeluaran pembangunan ini digunakan
miuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Aeli Doerah
(PAD) yang memberikan koniribusi yang culup besar terhadap total PAD di
Kabupaten Gowa setelah retribusi. Peningkatan ini dapat kita lihat pada rata-rata
pmingkaten pencrimasn pajek daersh di hkabupaten Gowa periede  1994/1995 -
1998/1999 gebesar 149,95 % pertahun.

baik target maupun realisasi
menggambarkan bahwa bai
pencermin dari ussha unfuk

dgalami peningkatn. Hal ini merupakan
ajke deerah pada kiws

04/1995 target penerimaan chari
mjadi Rp. 5543.596.140 pada  tabun

yang dicapal pada fahun AngEaran

weningatin penerimaan dari P i

nya Pada tshun anggaran 19
stbesar Rp. 269,600,000 meningkat T

199811999, begit pula dengan realisasi
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ada
ghun anggaran 1998/1999. Jadi gpcarg S i i p
Pajek daersh sudah cukup

mmgge.ﬂiﬂlrﬂkﬂll, hal ini terbulg dengs
tahun.

meningkatnya penerimann dari tahun ke

Untuk melihat lebih jelas sejauhmana peningkatan penerimasn pajak durah
paj

dari tabun ke tahun dan bagaimana seteloh adanya pelsksanaan pungutan pajak

daersh secarn intensif dan ekstensif di Kabupaten Gowa, maka penulis akan

mengetengahkan realisasi penerimaan pajak dasrah yang dapat dilihat pada tabel
51 sebﬂgﬂi berikut :

Tabel 5.1
Perkembangan Realizasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gowa
Tahun Angzaran 1994/1995 - 1998/1999
(Dalam Ribuan Rupish).

Tahun Realisasi Kenaikan
—_ I_ Jumlah Pergentage
1994/1995 255.190,63 -
1995/1996 382.297,86 127.107,23 49,80
1996/1997 568.815,55 186.517,69 48,78
1997/1998 665.718,71 06.903,16 17,03
1998/1999 4.887.627,672 4.221.908,96 634,18

ﬂ—._._-_._#
Surber ; Kartor Dipenda Kabupalen GO

: ak
4 oo gy dapit kita gimpulkan pghwa penerimaan paj
erdagarkan t 1s

. seperti terlihat pada tahun ANEATAN

daerah gecara absolut !IlB“E-“]mm e
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gsflg - -HS 161 .ET.Z dllmml i i

pﬁ,mg!mtm sebesar 1.915,28 % unngk il 100 .
nggaran 1995 dan 634.18 % ‘

qniuk tahun anggaran 1998/199 :
5. Schingga dapat diketahyi
kenaikan paiak daersh pertahun

pula rata-rata persentase
"t N ma:;:m;;:? %. Namun jika dilihat dari .
1995/1996 dan 1996/1997 dan mengalami -I O e
beningkatan yang sangat finggi pada

phun anggaran 1998/1999 waitu sebesar 634,18 %. Hal ini disebabkan adanya
hstensifikasi perpajakan yaita adanya pajak tambang galian golongan C dan pajak
permanfantan ABT dan APT yang sangat potensial di Kebupaten Gowa

Pendapatan pajak mengalami peningkatan kerena adanya intensifikasi pajak
Kenaikan penerimasn pajak daersh akibat adanya intensifikasi  perpajaken ini
didukung oleh banyaknya kegistan yang mengakibatken diterimanya pajak seria
dukunpan dari masyarakat sebagai wajib pajak Walaupun secara nyata penerimaan
dari pajak daersh sudah cukup mengembirakan, namun ini belum berarti bahwa
pengelolaan dan penerimaan dari pajak sudah optimal.

Jika ditinjan dari pelaksmaan okstensifikasi, dimana sebelum  adanya
senambehan jenis pojak baru pada tahun sggarin 1997/1998 penerimaan pajak

dnerah sebesar Rp. 665.718.710 kemudian pada talnin anggaran
yaitu pajek {ambang galian golongan C dan
perima pajak dnerah meningkat sangat

1998(1999 saat ada

penambalan dua jenie pajak bar
Pajak pemanfastan ABT dan APT, pe

drastis yaitn sebesar Bp. 4.887.627.672.
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Tabel 52
Tingkat Pencapaian Target Pajak Daerah gj Kabupaten Gowa
Tahun Anggaray 1994/1995. 199811099

J:;L Target Flealisasi P i
ENCHpEiE
1994/1995 269,600,00 255,190,63 94 65
19951996 40594000 382,297 86 9417
1996/1997 303.500,00 $68.815,55 111,64
199741998 T18.250,00 66571871 92,68
1998/1999 | 5.543.596,140 | 4.887.627.672 86,37

Bumber : Data diclah dari tsbel 5.1,

Berdasarkan tabel 5.2, dapat disimpulkan bashwa pencapaimn target yang
tplah ditentukan berbeda untuk setiap tashunnya seperti terlihat pada tahon anggaran
1994/1995 pencapaian target sebesar 94,65 %, tahun snggaran 1995/1996 sebesar
9417 %, kemudian meningkat dan melampani target pada tshun anggaran
1996/1907 schesar 111,64 %. Pada tabun anggaren 1997/1598 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 92,68 %, hal ini tidak terlepas dari upaya
yang ﬂMm Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatken

Fanﬁ'imﬂﬂﬂ

pajak daersh
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Tabel 5.3

Tingieat Pencapaiun Realisasi Pajak Dacrah Mermyu Josi paner
s Penerimaan

di af
i Kabupaten Gowsa Tahyg Anggaran 1994/1995 1998/1999

(Dalam Ribuan Rupiah)
Jenis Penerimaan 19941995
,I_I.D_..-— 199511996 | 199611997 | 19971958 | 19981999
. | Pajak Potong Hewn
1585l 18.
F-ﬂillﬂ:- 0000 | 3514600 | 35.040,00 | 27.740,00 -
Pencapaian 100,00 80,15 77,86 59.02 .
1, | Pajeke Pembangunan I
Target 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | S50.000,00
Realizasi 2127100 | 2419565 | 2564085 | 3281560 | 28353828
Pencapaian 85,08 87,08 B, 50 100,97 .07
3. | Pajak Radio
Targst 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | S5.000,00 -
Realizasi - 5.000,00 5.000,00 -
Pencapaian - 80,00 4 100,00 s
4. | Pajak B hsi :
S See 600,00 600,00 500,00 50,00
WT‘ i sssps | 2oe2s | 1100 | 26000 :
Reslisagi i 49,04 22.20 104 -
Pencapaian
5. | Pajak Pertunjukan S 2 000,00 2 000,00 3.500,00
2.000,00 ' :
Terget 300,00 1.110,00 1.000,00 3.260,00
Fealisas] 1.207,30 :m 45,50 50,00 93,14
a ﬁﬂjﬁ_ 15| .
_‘_H_Pm-:mmm e —
6 | Pajak Reklame 00 5.000,00 = 000,00 15.000,00
Realisasi 400500 | 50 e | a0 | m® 51,29
D ¥
—_— Pﬁwm |
T | Pajak Kendarnan
. m -
T poo,00 | 5000 s
Tm: Bermator ,50000 | 40009 R B
51




—T Fealisasi 307280 | i

361850 .60
: 605,00
P e | oy | e
¢ | Pajuk Penerangan —

Jalan

I'159|5“
3,19

Target
Realisasi
Pencapatan

195.000,00
19524217
10012

EUE},EL‘H}LW
301.516.65
100,50

Pajak Pendaftaran

Perusehaan
Target
Realisasi

Pencapaian

14.500,00
829675
57,21

400.000,00

487.798,67
121,94

604, 000,00
382.504.71
F6,44

BO0S.070,0:0
731.606,43
90,43

15.500,00
£.189.50

9.9

15.500,00
11.350,00
73,22

15.500,00
930125

60,00

10

Pajak Tambang
Golongan C
Targst
Realisasi
Pencapaian

4.643.776,14
4.100.060,72
BH,25

11

Pejak Pemanfeatan
ABT dan AFT
Terget

Realisasi
Pencapaian

22.310,00
15.567,48
63,77

Surber : Kantor Dipenda Kabupsten Gowd

51
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Komposisi Pajak Dagrgy, Menurut Jgpig Peneri
terhadap total Pajak Dgerg, di Ksbupaten G:T:ﬂ
Talun: Anggaran 1994/1995.1998/1999

o —
Ei_._hnig Penerimaan | 19941995 | 199511996 1596/1997 | 1997/199% | 199811999
1. | Pejak potong hewan 725 8,19 A% i
3 | Paja Pembangunan I A7) 633 i G ‘i
3, | Pajak Fadio . 1,57 ) )
4, | Pajak Bangsa Asing 0,31 008 a2 o ,
5. | Pajak Pertunjukkan 0,48 067 01 o5 007
6. | Pejak Feklame I,50 1,3 0,50 0,90 0,18
7. | Pajak Kend, Tdk Bermotor 1.20 0,95 0,28 8,17 .
g | Pajak Penerangan Jalan 76,51 &S 8671 7,50 14,97
9. | Pajak Pendaf. Perusshaan 3,15 142 1,39 L4
10. | Pajak Tarnbang Gol. C - . : 0
1. | Pajak Pemanfastan ABT - ! Lo
b giis0 | GESTIET | 4 mﬂﬁ.:
363, : 497
A Hf;j:lﬂ ﬂ::f 100,60 100,00 1,00

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Gowa
4, dan lampiran 1 dapat

: : tabel 5.3 dan J
Dari data yang tersedia pada
dipacu pengelolaannya

pajak yang perlu

diperoleh gambaran bahwa banyak jenis

a Pgnﬂﬂ}ﬂm
dal ay - peneriman i
rangka meningkathan jalas pajak pembaEI L O

Potnsial untuk diintensifien pengelol gjan maka hasiloya

persentase
baena pajak ini ditetapkan berdasarka?
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o Pajak ini dianggap cukup g karena
mereka yang mampy g banyak

hﬂ]ﬂﬂj’a}"m uangnya umuk hote] dan Testoran \
daripada golongan miskin,
miskin, juga

. ini mudah dikenakan dan dipungur. pag 1y Jenis pajak yang ada gebel
, Sebelum

ja pajak bary Yaitu pada tahun anggycan 199411995 - 199711998, pajak

i jalan yang memberikan kontribusi terbegar terhadap total peneri
maan

; dagrah. Hal ini sangat beralasan, karens jenis pajak ing sangat mudah dalam

dolaannya yakni berdasarkan pada jumiah pelanggan stk i wilayah
mpaten Gowa dan  pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh PLN dafam
tk kutipan pada rekening listrik, sehingga biaya pemungutannya sangat rendah.
. setelah adanva pajak baru yaitn pada tahun angparan 1998/1999, pajak
wng galian golongan C yang memberikan kontrbusi terbesar,

Disamping jeris pajak terscbut, masih ada jenis pajak yang perlu mendapat

Wian yaitu pajak reklame dan pajek pertunjukkan yang juga memberikan
rbusi yang cukup berarti, Dari data yang diperoleh masih ada beberapa jenis
% yang belum mencapai target yang telah ditentukan, antara lain Pajak Bangsa
ini menurun schiap gahun karcna akhir-alhir
unan  Cina)  cenderung mengambil
berbeda-beda potensi  tergantung
pelum mencapai targst

18 dimana pondapatan dan pajak
Witga negacy asing (khususnya ket
Wginegaraan Indonesia. Pajak ini munghin
ominisili. pajak ey Y8
M pajak radio, Pajak ini penermasnnyd S pemungulannya  tinggi o0
* ddimya fidak dipungut Jag mmmmm ongkos pungut Jaul
= rumah,

n | rumah e T jib pay
Mgutannya  dilakukan dari o persclisihan AREATE b
kemunghind

dna I d
Orang-orang asing ber akin menuren dan

b hasilnya ditambah dengan

) S

a5



pejabat yang menilal serta kesompatg, Yang Juag ynquy
mg

i pajak Beberapa jenis pajak

anjernen dan. surmber daya manusianya. Setclahy g,

418 tabun 1997 tentang FPajak Daersh dan Retripygi ::]:n:::fn dm{;-mng
iak-pajak  yang

ip tahunnya mengalami  penurunan dan kehilangan potensinya seperti : pajak

giong hewan, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak kendaraan tidak bermotor

yn pajak pendaflaran  perusahaan dihapuskan, Adapun jenis pajak vang ftelah

plampaui target diperlukan upaya uniuk mempertahankan dan mungkin lebil

gingkatkan lagi agar peranan penerimaan dacrah Kabupaten Gowa semakin nyata

Tabel 5.5
Komposisi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

g
il ket 19 " Dierah )
Anggaran Daerah Total PAD D
L
12,79
1994/1995 255.191,0 1.993.777,0
9,48
1995/1996 382.509,9 4.032.643,6
10,04
199611997 | 59,0796 | 56671372 P
0.326,9 :
1997/ 18,6 6.78
1998 663 _ﬂﬁ_’

- 16
199871999 | 4.887.625,5 | TASLEEE—
Sumber : Data diolah dar tabel 59

- —



pada tabel 5.5 di atas s

mﬁuﬂﬂ_ll"ﬁ perkembangan  diperlibatkgy Gl

JI':“':rq:'ﬂl:liiﬁi total  pajak
“i perubahan Yang paling

ol diseh SBETEn 1998/1999  sebesar
g% Hal % Cabilen. Moy e bt iy o Tambang gal
1810

neningkat dari tahun ke tahun berjalan seiring dengan pencapaian kinerjanya dari
perencanaan penerimaan dacrsh yang berussha menggali sumber-sumber paostimam
duersh yang potensial.

Peninghatan kontribusi pajak deerah terhadap total PAD didulmg oleh
tmfutan  kepada pemerintah dacrah untuk dapat memobilisasi segala sumber daya

daersh untuk meninghatkan perannya dalam kelanjuten pembangunen daersh

5,2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gowa.
Seperti diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
pengeluaran, dimana mulsra penerimizn

lari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sii

tn pengeluaran dalam Anggaran Pendapalan
imbang
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peersh Kabupalen Gowa wntyk g 196
- Mggaran  1994/1995 - 1998/1999 b
. 8 o
' o
B '."“1
;.‘_'l-' for et
Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan
abun Anggaran 1994/1995 - 1998/1009
(Dalam Ribuan Rupiah)
URALKE \99401995 | 199sM1596 | 1006M1997 | 199wisom | 1ssmoee
(= (1 @ ] @ & @
1, Baldo Tahun Lalu L34 5860 |  ZZ6.55L00 | TRAI8L70 | i4L6104 | 31720895
1 PAD 19007700 | 4030438 | Seen0003 | £700269 | 756778
1.1 Fajak Daerah 7551006 9erse80 |  seRmiss|  66STIRT| wagnenss
2.2 Eetribugi Daergh 1.277.970,0 | ZO60MTT| ASSA.R600 | 3551157 | LATREMS
2.3 Laba BUMN £0.510,0 51,8557 §L0304 | 00BMZE | p18E0TA
1.4 Penerimaan Dinaa-dinas wrisge|  ms0e3|  TSOTRS | 197.006 3
2.5 Peneri Lain-Lain s9sm | mwasea | 1076ER4 | IOMST [ 9663840
I Bagi hsl pajak / bln pajsk 32046610 | 30026353 | 24080043 | LISL3I 40901911
: pemas | 1asMs|  lenon4T|  TRI0D
3.2 Bukan Pajek 1.037.2740
En o4 56,354,501
4. Bumbengan den Bantuan 24.625.5340 | 269610607 33,163,633 | 464954384 S
4.1 Sumbangan 162667260 | 18.5521807 | 4708035 “-:ﬁ ﬁ'm 4
1. 504, .
4.2 Bantuen L i e
e 250.000,0 ug4g70 | 3688810
3. Penerimsan Pernbungunan : ; RS0 | geg s
5.1 Finjaman Pemerintsh ’ 150.000,0 . .
5.2 Piny T I
s, Pinjaman B ___________._.-—-—-—'_'_ 43,216,895 5001829042 . BEDLERL
JUMLAH msmant| WmIV | © Lo
; | H 1 J
! e Tndior Eonomi (a0
Sumber ; Kantor Dipenda Kebup
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Dari tabel 5.6 dapat dilibat by

Bejak
1998/1999  realisasi tehun  anggaran 1994/1995 -

gimangkan  dalam  Anggargn p
endapatan  dap Belanja  Daerah mencapai

Rp. 237.367.538.600 dengan perincian ssperti pada tabel distas, sehi
digimpulkan bahwa realisasi penerimasn pemerintah daerah mengalami :$
rata-rata scbesar Rp. 47.473.507.720 setiap tahun selama kurm wakty 1994/1995 -
1998/1999.

Berdasarkan tabel 5.6, dapat pula diketahui perkembengan den komposisi
sumber-sumber penerimasn Anggarsn Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap total

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh seperti pada tabel berilut :

Tabel 5.7
Komposisi APBD Memurut Jenis Penerimaan
Kabupaten Gowa Tahun 1994/1995 - 1998/1999

No| Jemis Penerimaan | 1994/1995 | 1995/1996 19961997 | 199711998 | 1958/1999

(0.66) (1.68) (343) (48)
e | 0 | e | 080

1. | Saldo Tahun Lakhu (D.46)

1 |PAD (6,88)
(393) (49 a5y | BT

3. | Bagi hsl pajok / bkn pajak (T
(578 (TRa0)

4. | Sumbangan dan Bartusn (2495) (70 oo
i (0,55 {35 (800

5, | Penerimaan Pembenguman - e
o | aizsns80 | 43.216.8965

79, 0585550
(100,00} (1on00 (100,00 (100,00}
Bumber + Kaior Dipenda abupaten Gotd

5,018.2042 | ThBSOERIT
(100,00}

JUMLAH

38
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5 E“P B:lama

penerimasn

pemerintah dasrah / sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

seldor sumbangan dan bantuan menmpakan selktor ponerimam tesbossr dari kelima
komponen petierimaan Anggaran Pendapatan dan Belmja Dacrah yaifa mencapai
rata-rata Rp. 37.564.815.520 atan sebesar 79,12 04, Sumbangan dan bantuan tersebut
diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah dmersh tingkat I Tingginya
sumbangan dan banfuan disebabkan bertambahnya jumlsh belanja rutin pegawai
khususnya pegawai negeri gipil yang ada di daersh, meningkatnva belanja barang
belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya menyebabkan Pendapatan
Agli Daerah yang diharapkan dapat menutupi belanja rufin terutama uniuk belanja
pegawai ternyata relatif masih kecil. Relatif masih kecilnya kontribusi PAD yaitu
Rp. 25.925.518.300 atan sebesar 10,92 % dapat memberikan gambaran kepada kita

bahwa masih perlu digali potensi-potensi yang ada di daersh dengan
perpajakan  yang dilakukan
rian dasrah lebih nyata

memaksimallan usha intensifikasi dan ekstensifikasi

oleh pemerintsh daerah tingkat 1T Gowa, schingga X I _
bagi hasil pajok/bukan pajak

Jenig penerimann lainnya yaitu _seklor .
atas 6,76 %. Pendapatan dar

6.046.807.100

s 1
memberikan sumbangan sebesar RP- :

i jak
bagi hasil yang terbesar berasal dari Paj
Bermotor dan Bea Balik

Jenis penerimaan APBD 0,49 %.
i 48.169.000 alan ¥,
pembangunan yaitu hanya Rp. 11
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pengeluaran rutin  upt, st
periode pengamatan

| | N mengalami

peningkatan, unfuk lebih jelagnyg dapa dilihat pads lampiran 3 dimana pada tahun
ana pada

anggaran  1994/1995 sebesar Ry, 18.166.111.000 meningkal menjadi Rp. 39,100,849

n  dimaksudian  untuk

mepunjang kelancaran berbagai pemerintahan kegiatan di dacrah. Pengeluaran rufin
ini biasanya seiring dengan terjadinya peningkatan pada jumish P A
terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan yvang pada gilirannya
membawa pengaruh terhadap peningkatan kegiotan administresi di lingkungan
pemerintah daerah. Oleh karena itu tinggi rendahnya altivitas pemerintah daersh
dibidang pemerintahan juga tercermin dari tinggi rendabmya pengeluaran rutin
Untuk melihat komposisi realisasi pengeluaran rutin di Kebupaten Gowa
pada tahun anggaran 1994/1995-1998/1999 dapat dilibat pada tabel 5.8, dimana
pos pengeluaran untuk belanja pegawai yang paling tinggi proporsinya dan
meningkal setiap tabunaya yang mencapai B040% untuk tahun anggaran 1998/1999.

Hal ini sejalan dengan peninghatan jumlah pegawai negeri sipil dan ABRI yang
berupa gaji pokok dan berbagai  macam funjangen  untuk  peningkatan

kesejaliterannnya.

Selain pos pengeluaran untuk  belanja pegawai, Pos pengeluaran untuk

belanja barang menduduki urutan kedua yaifu sebesar 6,88 % untuk tahun anggaren

lian

penyediaan prasarani geperti pembe

1998/1999. Ini menunjukkan peningkatin .
can, biaya sewa gedung dan biaya

Aat-alat tulis, keperluan sehari-bar perkanto

lainnya juga diperhatikan.

g



-1998/1 999
e =
ralan 1954/1995
E_-.— 199511996 | 19961997 | 19971998 | 19981999
Belanja Pegawai 24
s s P ™,06 10 840
b | SO i fl 692 313 638
3. | Biaya Pemeliliarasn 1,44 148 26 16 e
4, Bg!ﬂ:ﬂél Fﬂ'jﬂlm'lm Diina= 0oz 3 146 1,38 105
5. | Belanja Lain-lain 6,83 231 87 231 &M
6 | Angsursn Pinjaman . 0,54 104 118
Hutang dan Burga
7. | SubsidifSumbangsn 0,11 0,64 0,3 1,13
B | Pemsiunan/Bantumn 0,00 0,01 0,00 1,00
9, | Pengeluaran tidak 0,61 3, 0,98 2,39 0,06
terrmasuk di Bagian lzin
057 alo
10. | Pengeluaran Tdk o7 054 il
Tersangka
LIELT9L1T | 39.100.845.22
JUMLAH 166111 | 10TTHE | TIMTIIE | 3 52 i
100,00 100,00 H

&1




i

| ;
Pengeluaran - pembangunan yang dapat kita |ihat perkembangannya  pada

jgmpiran 4 yaitu dari Rp. 10. 797.581.000 Pada tahun anggarsn 1994/1995

meningkat menjadi Rp. 31.159.762.180 pada tabun anggaran 1998/1999. Pen T—
ini terjadi karena pemerintsh daersh berupaya untuk memenuhi bt arems
dan prasarana yang dibutubken masyarokat yang dilakukan melalui rehabilitasi
sarana dan prasarana yang sudsh ada serta pembangunan sarana dan prasarana
yang baru Alokasi pengeluaran pada APBD, bersumber dari daersh itu sendiri
manpun  yang bersumber dari pusal yang berasal dari dana regional, geperti
program Inpres. Sedanglan alokasi dann pembangunan lainnya terdistribusi ke
dalam 20 sektor pembangunan.

Untuk melihat komposisi realisasi pengeluaran pembangiman di Kabupaten
Gowa pada tahun anggaran 1994/1995-1998/1999 dapat dilinat pada tabel 5.9,
yang, memperlihatican proporsi dari 20 sektor pembanginan y2og termask talem
dana terbesar

pengeluaran pembangunan. Dari tabel tersebut memper lihatkan alokasi

yaitn sebesar 41,02 % untuk tahun anggaran 1994/1995 untuk membiayai sarana

dan prasarana jalan. Hal ini disebablan aleh karena jelan merupaken salsh sato

laiulimmhmhnikmtur

kota nraupun antar desa Untuke .
porsi untuk pembiayasn pembangupen  Sarand

kecenderungan penurunan pro o
terakhir mengalomi peningkatat

prasarana jalan, karens condisi jalan pads tahen

gana  terkeeil
mbiayaan  pembang

pada panjang jalan d
Selanjutnya alokasi
pengamatan  adalab unfuk  P®

G

[—



qumjang bagi ussha-ussha penegakan s e

Tabel 5.9

Komposisi Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut
Jemis Pengeluaran APBD Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

No Uraian 19941985 | 199511996 | 19961997 | 199711998 | 19981959
1, | Industri . 400 038 019
2. | Pertanian & Kehutanan EIB 10 a5 1,35 10,08
3. ab AJI-T & II'IE,H‘I!' 12 03 0,08
4. | Tenaga Kerja 0,78 1,08 0,67 0,12 414
5. | Perdagangan 038 0,93 1,20 1,52 14,74
6. | Traneportaei 4),02 3593 LT 3595 ek
7. | Pertambangan & Energl 0,35 0,65 B3 8,10 0,16
8 | Pariwigata & Telkom 0,02 0,03 003 4,25 a0z
9. | Pemb, Daerah/Permikirman 10,52 1,37 9,62 21,23 1837
10, | Lingk Hdp./Tata Ruang 6,30 18,38 833 ::; I‘;L
11. | Penddk, Kebud, Kepere. 14,43 10,99 b
thd TYME, Pem. & Clarag s 29 w6 e
12. | Kependdk, KB X 88
197 LE6
13, | Kesehat, Kesejah Sos 40 417
PerananWanita, AndkRem )
: am 164 0,08
14, | Perumahen & Penmukiman 431 135 0,20 015
15, | Agama W = o 121 L
16. | Tl Penig, Teknologi bl ‘i & - a0
17, | Hideurn . i M 20 517
18 w Pm]u'u'ﬂ.ﬂh |=|3!' 11& l‘l 1,63 (ALY
19, | Pol. Pener. Kom. dan L
20, | ®eamnanan & Ketertibmn 0,14 ____._._-—-—-—-—-—'—'_" 3
-._I s ‘“u.j. |1']'[|35'H]|!5 4 6624 ll‘.ﬂ EI.H'!'.M
AH st | A 100,00 100,50 100,00
L-_._.___.—-—'
| =~
Sumber : Data diolah



realisasi

quim;h dacrah Kabupaten Gowa tahup e
angparan 1994/1995-1998/1 999 seperti

ggerfibatkan pada tabel 5.10 berikut inj .

Tabel 5.10
Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Kab
upaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

Tahun Kensikan
Anggaran Pengehuaran
Pembangunan Jumiah Piciciii

1994/1995 | 10.797.581,00 - 5
1995/1996 |  11.404.496,05 606.915,05 5,62
1996/1997 | 13.703.510,85 2.299.014,80 20,15
1997/1998 | 24.662.413,48 10.958.902,63 79,97
1998/1999 | 31.159.762,18 6.497.348,70 26,34
Sumber @ Data diolal dari tabel 5.9.

Berdasarkan fabel 5.10 i atas, maka dapat dilihat besarnya realisasi

pengeluaran  pembangunan mengalami peningkatan  seperti terlihat  pada  tahun

gebesar Rp. 10.797.581.000 meningkal untuk  tahun
04.496.050.  Selanjutnya gntuk  tahun

ingoaran  1994/1995  yaitu

apparan  1995/1996 menjadi  Rp. 11.4
1996/1997 meningkat menjadi R. 13.703.510.850. Dan untuk tahun angearan
drastis  menjadi  24.662.413.480. Peningkatan  ini

1997/1998 meningkat sangal
melakukan  kegiatan

fiscbabkan karena pemeriniah dacrah KabUpaich Cow
hangunan Olamanya pada
Pembangunan unmk mencapal tingkat  PeT< Pt

pendidikan, kebudayaan, keperaydan
scktor transportasi, pemuldman pendudulk dan

&4



tahun anggaran 1997/ s di
pada 1998 meourun menjadi 26,34, Hal ini terjadi karena

ypaya-upaya pembangunan pada tabun sebelumnya sudah seoptimal mungkin,

Tabel 5.11
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

{dlm ribuan rupish)
Tetun [ Jumlah Kenaikan

Anggaran Jumlah Persentase
1994/1995 28.988..558,00 - -
1995/1996 34.282.898.40 5.294.340,40 18,26
1996/1997 43.216.896,60 8,933 998,20 26,05
1997/1998 50.018.924,20 15.801.397,60 36,56
1998/1999 71.860.891,20 12.842.597,00 21,76

Sumber : Data diclal dari tabel 5.6,

Berdasarkan tabel 5.11 di atas, maka jelas terhihat bahwa perkembangan

Gows dari tahu anggaran
gaperti terlihal pada tabel yamg paling besar
ANgEArat 1996/1997 yaitu berjumizh
anggaran 1997/1998 - 1998/1999 yaitu

ali APBD Kabupate 1994!1995-19?&!‘195'9 gecara
realigasi upaten

absolut mengalami peninghatar,

kenaikanmya  yait pada  tahm

- <oysnl  tahum
15.801.397.600, kenmdian ISt .
g 571996 - 1996/1997 peningiataniys

anggAran 199
597,000, Tt
sebesar Rp. 12.842 _ .

sebesar g.033.998.200 dan pent



X
1994/1995 - 1995/1996 sebesar Rp. 5.204.340.409, Dan jika dilihat dari
i persentase

genaikannya mengalami peningkatan sefiap tahun
terakdir. K i 2 il
Dengan melihat kondisi tersebut, dimana angka perkembangan penerimasn
APBD dari tahun ke tahun memberikan gambaran yang cukup menggembiraken yang
perarti suatu prestasi bagi pemerintsh daersh Ksbupaten Gowa Namun demikian
maeih tetop diperlukan pengkajian yang mendalam unfuk menentukan langkah-langkeh
kebijaksanaan yang tepat dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi Pendapatan
Asli Daerah ini pada masa yang akan datang sshingga pada seatnya akan menjadi
andalan pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pengeluaran  pembangunan  dimaksudkan untuk proses perubshan yang
mengarah kepada swatn kemajuan, biaya ini telsh direncanaken dan tercantum dalam
aftar isian proyek disetiop scklor mapun mb seldomya. Besamy jmgrinn

asrah meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran pembangunan
1094/1995 - 1098/1999  meningkat  darl

yang dibiayai oleh d
gelama periode tahun ANEEATED
Rp. 10.797.581.000 menjadi Rp- 31.159.762.180, den selama periode pengamatan
gar adalah uniuk ransportasi, pembangunan daersh pemukiman,

pengeluaran terbe
don olabraga serta untik aparatur

pendidikan/kebudayaan, keagamad pemuda

pemerintahan.

=




S i H II

Payak ‘j_'““"‘ merupakan sumber penerimaan yang potensial dibandingkan
gumber penerimaan laimnya Pada pembshasan terdahulu telsh kita ketahui
persentase peningkatan pendapatan pajak daerah begitu pula dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah. Apabila dilihal antara Anggarsn Pendapatan Belanja
Daerah dan Pajak Daerah mengalami peninghatan setiap tahun.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas besarnya sumbangan pajak daersh
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa tahun

anggaran 1994/1995 - 1998/1999 pada tabel 5.12 sebaga berikut :

Tabel 5.12
Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan APBD Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 1994/1995 - 1958/1939

Tahun Anggaran Pajak Daerah APBD Peranannya
1994/1995 255.190,63 28,088.588,00 0,88
1995/1996 382.297,86 14,282 B9B.40 1,11
1996/1997 568.815,55 43.216.896,60 1,31
1997/1998 665.718,71 59.018.294,20 1,12
1998/1999 4.887.627,67 71.860.891,20 6,80

___._____________._.—-—-—-—"
Gumiber @ Data diolsh (tabel 51 dan tabel 5113



Pada tabel 5.12 di atas, dapat dilihat _
hadep APBD. dimaaa pace e smggan 1;:2:1 sumbangin pajak  dasrah
TR TR B e besarnya sumbangan pajak

anggaran  1995/19%6 sumbangan pajak
daersh sebesar 1,11 %. Tahun 1996/1997 sebesar 131 % dan tshun 1997/100%
sumbangannya yaitu sebesar 1,12 %. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun
anggaran 1998/1999 meningkat sangal drastis yaitu sebesar 6,8 %.

Akhimya, dapal disimpulkan behwa pajak daerah terhadap APBD eelama
turun waktu 5 tahun mengalami peningkatan, sekalipun sumbangannys masih relafif
kecil. Hal ini karena pajak daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli
Daerah, sementara PAD itu gendiri merupakan salsh sabn sumber bagi penerimaan
APBD. MNamun demikian pajak dacrah merupakan uneur  yang  penting bagi
penerimaan dacrah kerena setiap tahunnya dapat mengisi kas derah.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak duerah terhadap

APBD Kabupaten Gowa selama jurm waktu 1994/1995 - 1998/1999 dapat dihitung

dengan menggunakan analisie komparatif ~eehingga diketahui  pajak daerah

memberikan sumbangan 2,85 % terhadap APBD.

Jadi besarnya sumbangan pajak daerah terhadap APRD di Eabupaten Gowa

1994/1995 - 1908/1999. Dani hasil

pajak dacrsh terhadap APBD di




BAR VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
|, Pajak daersh merupakan salah satu sumber yang tuut menentukan suksesnya
pembangunan  daerah sehingga dalam pelaksanaannye, pemerinizh  daersh
berusaha untuk meningkatkan penerimaannya melalui usaha-usaha  intensifikasi
dan ckstensifikasi perpajakan. Ussha intensifikasi yang dilakukan di Kabupaten
Gowa adalah :
a. Meningkatkan kualitas aparat pengelola
b, Penyempurnaan administrasi perpajakan
c. Penyediaan sarana dan prasarifia

d. Peningkatan akfifita penagiban

. Peningkatan koordinasi dan pengawnsan  Serid penyempumasn terhadap

\orhadap APBD meningkat pula setizp tahu.




Perkembangan realisasi APBD g Eabupaten Gowa selama Jurm  wakdn

1994/1995-1998/1999 mengalami peningkatan rata-rata 20,52 % pertahun.

Sumber penetimaan APBD di Kabupalen Gowa masih didominasi oleh
sumbangan dan bantuan walanpun setisp tahnnnya mempunyai  kecenderungan
menurun sementara. scktor-sektor lain seperti PAD, bagi hasil pajakfbukan pajak
juga masih relatif kecil,

Sumbangan pajak daerah terhadap APBD selama bkurun wakin 1994/1995-
1998/1999 relatif kecil yaitu hanya sebesar 2,85 %. Hal ini disebabkan karena
peaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan belum dilakukan secara

optimal.

6. 2 Saran-Saran

L.

Dalam rangka meningkatlcan penerimaan pajak daerah getiap tabunnya, maka

pemerintah duerah Kabupaten Gowa perlu menempuh hal-hal sebagai berikut :

a Memaksimalkan upaya intensifikasi dan ckatensifikasi perpajakan yang dapat

mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.
hal ini Dinas Pendapatan Daerah perlu membuat

es rencand  pemungutan dengan card

monitoring dan evaluasi untuk

b. Pemerintah daerah dalam
gugunan rencana kegiatan dalam pros

mengadalan persiapan pelaksanaan, pembinaan,

e : di i dalam pelaksanaan pemungulan.
mengetahui sejauhmana hasil yang dicapal

1 Gowd
rangka meningkatian p-enerimum Pemerintah Daerah Eabupaten
Dalam

Daerah unfuk mengantisipasi pelakeanaan olonomi

alnkan adalah :

khususnya Pendapalan Asli

drerah, maka beberapa hal yang perlu dil

70
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5. Melakukan pendataan  kembali ter
hadap  sumber-sumber Pendapatan  Asli
Dacrah yang mempunyai potensi besar untuk di
dikembangkan khusus :
nya pajak
daerah.
b. Menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi yang ada, vang lebih
realistis sehingoa target yang ditetapkan dapat terealisasi,
c. Meningkatkan  kemampuan  aparatur  dan  kolektor  dalam  menunjang
pelaksanaan tugas scharni-hari.
d. Meningkatkan pengawasan schingga kemungkinan  terjadinya  kebocoran-
kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin.

e. Menambah sarana dan  prasarana pendukung  serla meningkatkan

profesionalisme  aparat dan kolcktor sehingga penerimaan FAD lcbih
meningkat di masa yang akan datang,

f Pemerintah daerah masih mempurnyai peluang untuk mengembangkan pajak
dacrah sesuai dengan kreatifitasnya, karena dari segi wewenang dan jenisya
peluang Daerah Kabupaten Gowa untuk memungut pajak dari magyarakat

masih ada.

T
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